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Perkawinan campuran antara warga negara indonesia (WNI) dengan warga 
negara asing (WNA), menyebabkan anak keturunan mereka mempunyai 
kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda artinya seseorang selain 
mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan 
negara lain. 
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga 
Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan anak yang lahir dari perkawinan 
yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia 
berhak memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dijamin dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 
Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang 
berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah 
kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.  
Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan 
disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana 
ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih 
kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah 
anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini dilakukan karena 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia tidak menganut tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) 
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ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang 
diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian.  
Jika anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah 
satu orangtuanya berupa tanah hak atas tanah berupa hak milik, maka hak anak 
tersebut tentunya tidak dihapus. Akan tetapi ia harus segera memilih untuk 
menjadi WNI atau WNA tanpa harus menunggu sampai usianya mencapai 18 
(delapan belas) tahun, setelah memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki 
haknya sesuai peraturan yang berlaku. Akan tetapi jika anak tersebut lebih 
memilih WNA maka Hak Atas tanahnya akan gugur jika dalam waktu 1 tahun 
tidak dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan akan  dikembalikan kepada Negara, sedangkan Hak Atas Tanah 
yang dapat dimiliki oleh WNA hanya hak pakai. 
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and 
freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan 
kesejahteraan anak. Perlindungan anak merupakan pewujudan adanya keadilan 
dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam 
berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat. Demikian juga dengan anak 
hasil perkawinan campuran yang berdwikewarganegaraan sebelum berumur 18 
tahun berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Tanah yang 









Tesis ini membahas mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi yang dapat 
dimiliki oleh anak sebelum berumur 18 tahun hasil dari perkawinan campuran 
yang berstatus berdwikewarganegaraan menurut  Undang-undang Pokok Agraria 
serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pada anak sebelum 
berumur 18 tahun dalam perkawinan campuran untuk memiliki hak atas tanah 
akibat pewarisan semasa anak berdwikewarganegaraan.Jenis penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Bahan 
hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
Di Indonesia peraturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA)  No. 5 Tahun 1960. Adanya perkawinan campuran antara 
warga negara indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), menyebabkan 
anak keturunan mereka mempunyai kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan 
ganda artinya seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga 
mempunyai kewarganegaraan negara lain.Agar dapat memiliki tanah yang 
berstatus hak milik atau hak guna bangunan, maka anak tersebut harus segera 
mengajukan permohonan sebagai WNI tanpa harus menunggu usianya mencapai 
berusia 18 tahun, apabila nanti ingin melepas WNI-nya maka Hak Atas tanahnya 
gugur jika tidak dilepaskan kepada pihak lain dalam waktu satu tahun dan 
dikembalikan ke Negara. 
Setiap anak berhak mendapatkan Hak Atas Tanah yang diwariskan oleh orang 
tuanya. Begitu juga anak berkewarganegaraan ganda hasil dari perkawinan 
campuran sebelum berumur 18 tahun. Mereka juga berhak untuk mendapatkan 
Hak Atas Tanah dari orang tuanya. Untuk meningkatkan taraf hidup sesuai 
dengan pasal Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Hak Asasi Manusia. 
 
 








The Thesis discusses the Ownership Rights of Land for can be owned by a 
child before the age of 18 years the result of a mixed marriage in dual citizenship 
statusaccording to the Basic Law of Agrarian well as reviewing and analyzing the 
legal protection to children before the age of 18 in a mixed marriage to have the 
right to land inheritance due to the child during dual citizenship status.This 
research is a normative legal research. The approach using statuete approach 
and conceptual approach. While legal materials used in this research consist of 
primary and secondarylegal material. 
In Indonesia regulations on land use set forth in the Law of Agrarian Tree 
(UUPA) No. 5 The year 1960. Mixed marriages between Indonesian citizens 
(WNI) by foreign nationals (WNA), which led to the children of their offspring will 
have dual citizenship. Dual citizenship, meaning that the person has Indonesia 
nationality and also has the citizenship of other countries. If the child have leased 
hold land Ownership or Right to Build, then it should be treated as a citizen until 
the age of 18 years, if he wants to release its citizenship then Right of Land will 
fall back to the State. 
Every child deserves the Land Rights handed down by their parents. 
Likewise dual nationality children results from a mixed marriage before the age 
of 18 years. They are also entitled to get the Land Rights of parents. To improve 
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1. Sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang Pokok Agraria bagi anak belum 
dewasa yang berstaus dwikewarganegaraan dari perkawinan campuran 
untuk memperoleh hak atas tanah akibat pewarisan dari salah satu 
orangtuanya berupa hak atas tanah, maka anak tersebut harus segera 
dimintakan permohonan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Jika 
anak tersebut memilih WNI maka, semua hak atas tanah dan bangunan 
menjadi miliknya. Sedangkan jika memilih WNA maka, hak tersebut 
harus dialihkan dalam jangka waktu satu tahun kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan masih berhak 
atas bangunannya.  
2. Perlindungan hukum bagi anak belum dewasa yang berstatus 
dwikewarganegaraan dari perkawinan campuran untuk memperoleh hak 
atas tanah akibat pewarisan belum diatur secara tertulis oleh undang-
undang ataupun yurisprudensi khusus mengenai hal tersebut maka sesuai 
dengan prinsip universal perlindungan hukum bagi anak anak yang 
berstatus dwi kwarganegaraan adalah mengindahkan hak asasi mereka 
sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam 











1. Pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih aktif dan berperan serta 
dalam memahami tentang perkawinan campuran beserta akibat hukum 
dan dampak bagi anak anak dari hasil perkawinan campuran tersebut 
berkaitan dengan pewarisan dan hak-hak atas tanah yang diatur dalam 
Undang-Undang Pokok Agraria dengan mengadakan penyuluhan 
hukum di masyarakat. 
2. Diharapkan segera diatur undang-undang khusus yang mengatur 
mengenai perlindungan hukum bagi anak belum dewasa dari 
perkawinan campuran yang berstatus dwikewarganegaraan untuk 
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